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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the accountability and transparency 

of direct cash assistance from village funds during the COVID-19 

pandemic in Watuliwung Village, Sikka Regency. This research is 

qualitative. The data obtained through interviews, observation and 

documentation. Data analysis techniques used are data collection, data 

reduction, data presentation, drawing conclusions. As informants in this 

study, the village officials included the head of the Watuliwung village, 

the village treasurer, the head of the welfare department, the head of the 

BPD and Mrs. Rt-018 as well as the community receiving the Direct Cash 

Assistance (BLT). 

The results of the study show that the accountability and 

transparency of direct cash assistance from village funds during the 

COVID-19 pandemic in Watuliwung Village, Sikka Regency, has been 

running well in accordance with applicable regulations and following 

health protocols. This can be seen in the readiness of village officials in 

being responsible for direct cash assistance from village funds through an 

accountability letter (SPJ), which has been submitted to the District and 

District and for the use of village funds, it can be seen through the 

siskeudes application which has implemented online village financial 

reporting. In the transparency of Watuliwung Village, it can be seen from 

the village apparatus who held a special meeting with the Watuliwung 

Village community, to classify and select the right community to receive 

Cash Direct Assistance, in accordance with applicable regulations and 

requirements. After the special deliberation has been completed and has 

determined which people are entitled to receive Cash Direct Assistance in 

accordance with the applicable requirements, an official report will be 

made. 
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     ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan 

transparansi bantuan langsung tunai di desa Watuliwung Kabupaten Sikka 

pada masa pandemi covid-19. Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. 

Data-data yang diperoleh ialah melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sebagai informan 

dalam penelitian ini yaitu aparat peerintah desa meliputi pemimpin desa 

atau kepala desa watuliwung, bendahara desa, kasie kesejahteraan, ketua 

BPD dan ibu Rt-018 serta masyarakat yang menerima dana Bantuan 

Langsung Tunai yang disingkat BLT.  

Hasil penelitian di desa Watuiwung kabupaten Sikka menunjukkan 

akuntabilitas dan transparansi bantuan langsung tunai dana desa di masa 

pandemi covid-19, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta mengikuti aturan kesehatan. Hal ini terlihat 

pada kesiapan aparat desa dalam pertanggungjawaban bantuan langsung 

tunai dana desa melalui surat pertanggungjawaban (SPJ), yang telah di 

serahkan ke Kecamatan dan Kabupaten serta untuk penggunaan dana desa 

bisa di lihat melalui aplikasi siskeudes yang telah diterapkan pelaporan 

keuangan desa secara online. Dalam transparansi Desa Watuliwung, dapat 

di lihat dari aparat desa yang mengadakan musyawarah khusus bersama 

masyarakat Desa Watuliwung, untuk menggolongkan dan memilih 

masyarakat yang tepat untuk menerima Bantuan Langsung Tunai, sesuai 

dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Setelah musyawarah 

khusus selesai dan sudah menentukan siapa saja warga yang pantas 

menerima Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan persyaratan yang 

berlaku maka akan dibuatkan berita acara. 

 

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) 

 

PENDAHULUAN 

 
Akuntabiitas pertanggungjawaban serta transparansi atau keterbukaan untuk 

setiap kegiatan bidang akuntansi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. 

Akuntabilitas pertanggungjawaban ini sangat penting bagi laporan 

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan yang telah dilaksanakan. Akuntanbilitas 

pada akhirnya dapat mencegah kesalahan.  Dalam kepemerintahan desa diwajibkan 



 
 

memiiki kemampuan yang dapat mempertanggungjawabkan bantuan kepada warga 

yang sangat membutuhkan. Akuntabilitas dana bantuan langsung tunai bisa tercapai, 

dengan penyajian laporan pertanggungjawaban disajikan dengan lengkap.  

Transparansi yaitu memberikan kepada publik informasi keuangan yang 

teransparan kepada masyarakat bahwa masyarakat umum memiliki pilihan untuk 

mengetahui sepenuhnya atas kewajiban otoritas publik dalam menangani aset yang 

diberikan kepadanya dan menyetujui peraturan dan pedoman yang berlaku. (SAP, 

2010). 

Awal tahun 2020, seluruh dunia di gemparkan oleh virus terbaru yang muncul dan 

disebut coronavirus (SARS-Co-2) serta penyakitnya Akibat pandemi COVID-19, 

tingkat kemakmuran masyarakat Indonesia berdampak pada finansial, dan sosial yang 

kurang baik. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat miskin yang mudah terkena 

dampak covid-19, pemerintah republik Indonesia telah memberikan strategi yang 

berbeda yaitu dengan menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. 

Bantuan langsung tunai ialah bantuan dana, berupa uang tunai yang diberikan untuk 

keluarga yang kurang mampu untuk bisa mengurangi pengaruh dari adanya virus 

covid-19. 

Desa Watuliwung kabupaten Sikka adalah salah satu desa di indonesia, dimana 

masyarakat desa ini juga merasakan dampak dari adanya pandemi covid-19. 

Pemerintah desa telah merencanakan pergerakan uang langsung sebesar 30%, 8% 

dan 40% dari rencana keuangan desa yang akan didapat. Keadaan saat ini dapat 

dilihat bahwa masyarakat kurang mampu di indonesia sangat membutuhkan bantuan 

dari pemerintah agar dapat mengurangi kesulitan keuangan mereka. 

Dalam   penyaluran bantuan langsung tunai ini masih ada permasalahan, seperti 

masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan tersebut tetapi tidak 

menerimannya dan juga sebaliknya masyarakat yang sebenarnya tidak mendapatkan 

bantuan tersebut tetapi bisa mendapatkan bantuan tersebut. Di tahun 2020-2022 

terjadi perubahan dana BLT dan jumlah penerima BLT tersebut, jika terjadi 

perubahan tetapi tidak diiringi oleh proses penggunaan dana yang transparan dan 

pertanggungjawaban yang baik, tentunya pasti terjadi penyelewengan dana disini. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Akuntansi sektor publik 

Akuntansi adalah aktivitas jasa mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, serta 

pengungkapan peristiwa transaksi ekonomi yang pada hasil akhir 

akanmemberikan data yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu untuk 

pengambilan ssuatu keputusan. (Thomas Sumarsan, 2013:1). 



 
 

Sektor publik adalah pelaksanaan yang terkait dengan upaya untuk 

memberikan tenaga kerja dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan 

hak-hak masyarakat umum., Menurut Mardiasmo (2011:2). 

Akuntansi sektor publik adalah aktivitas yang terlibat dengan membedakan, 

memperkirakan, mencatat, dan mengungkapkan pelaporan keuangan dari 

pemerintah daerah untuk suatu pengmbilan keputusan ekonomi bagi pihak luar, 

Dwi Ratmono (2015). 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah komitmen untuk melaporkan pertanggungjawaban atas 

kegagalan dan kemajuan misi dan visi organisasi yang mencapai target yang telah 

direncanakan, melalui media tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten, 

Akuntabilitas Mardiasmo (2016:46). Untuk membangun lingkungan organisasi 

yang bertanggung jawab, diperlukan beberapa sudut pandang yang merupakan 

ciri-ciri dasar dari nilai akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, kejujuran, 

tanggungjawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan konsistensi. 

Transparansi 

Keterbukaan atau transparansi adalah keterusterangan antara pemimpin dan 

mitra untuk memperoleh informasi dan sumber daya yang diperoleh serta dipakai 

oleh sebuah lembaga. Keterbukaan memudahkan seluruh masyarakat atau mitra 

untuk mencari informasi yang terkait dengan pedoman mitra, untuk menemukan 

data yang terkait dengan kebijakn pemegang suatu keputusan. (Lukito,2014).  

Karakteristik dari transparansi atau keterbukaan yang wajib diperhatikan:  

1. Memberikan informasi, penjelasan, fakta/ kenyataan, berita kepada 

masyarakat yang memerlukan informasi yang jelas dan tepat.  

2. Transparansi data publik memberi setiap orang pilihan untuk 

mendapatkan data dengan mendapatkan informasi yang ada, dan 

menekankan bahwa setiap data harus terbuka dan tersedia untuk setiap 

klien, daripa itu data yang teah dibebaskan serta dikelola dari 

peraturan yang berlaku. 

3. Pengungkapan kepada masyarakat tentang kegiatan dan kemampuan 

finansial. Pengungkapan itu ada dua, yang pertama wajib dan yang 

kedua sukarela. Pengungkapan yang sukarela adalah pekerjaan yang 

dilakukan suatu organisasi melewati hal-hal yang diharapkan oleh 

pedoman akuntansi atau pedoman badan pengawasan. 

 

Desa dan pemerintah desa 



 
 

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2004 desa merupakan desa adat atau 

yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, merupakan 

kesatuan wilayah hukum dan memiliki batas wilayah yang mengarahkan 

penyelenggaraan pemerintahan, kerjasama wilayah berdasarkan penggerak 

wilayah setempat, kebebasan awal, serta hak-hak istimewa adat yang sudah 

disahkan serta dihormati dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. 

Dana desa 
Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang 

diperuntukan bagi desa yang ditrasfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan 

diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Dana desa digunakan sepenuhnya untuk meudahkan pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat desa untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa, peningkatan kualitas hidup, serta penangguangan kemiskinan. 

Bantuan langsung tunai (BLT) 

Bantuan kangsung tunai atau yang di singkat BLT adalah program pemerintah 

untuk pengaman jaringan sosial bagi pemulihan dampak pandemi covid-19 

terhadap perekonomian masyarakat indonesia. akibat dari adanya pandemi covid-

19 ini, banyak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, ekonomi dan 

keuangan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dalam proses 

pemecahan masalahnya dengan memahami fenomena dan fakta sosial terkait 

akuntabilitas dan transparansi bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid-

19. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni 2022 sampai dengan bulan juli 2022. 

Sumber data pada penelitian ini yaitu data promer dan data sekunder, dimana data 

primer ini merupakan data yang diberikan secara langsung oleh pengumpul data 

dan data sekunder merupakan data tambahan untuk mendukung dan sebagai 

penguat data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan akuntabilitas dan transparansi pada bantuan langsung tunai didesa 

Watuliwung kabupaten Sikka, melalui data dan informasi yang peneliti dapatkan 

saat melakukan penelitian didesa Watuliwung ialah, bantuan langsung tunai sudah 

dikelola dengan azas-azas transparan, akuntabel serta partisipatif dan dilakukan 

dengan tertib dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk setiap kegiatan yang 



 
 

disubsidi oleh ADD, petugas keuangan desa yaitu bendahara berkewajiban untuk 

membuat laporan kemajuan secara konsisten dan laporan terakhir yang dibantu 

oleh tim evaluasi dan pengawasan. Pada saat pelaksanaan, kepala desa juga 

menghadirkan perangkat desa, LPMD, BPD dan tokoh masyarakat. Setelah 

pelaksanaan selesai seanjutnya akan dilakukan pencatatan dan peaporan 

pertanggungjawaban sesuai administratif, teknis dan hukum. 

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran dana 

desa ini sesuai dengan RAB, dikarenakan pada awal dilakukan pelaksanaan yaitu 

dengan membuat laporan disetiap aktivitas. Jenis pelporan yang dibuat oleh 

pemerintah desa ialah laporan pertanggungjawaban (SPJ) dengan didalamnya 

berisi tentang RAB, APBDes, berita acara, bukti kwitansi dan dokumentasi. Dalam 

pertanggungjawaban adinistratif tidak terdapat kesulitan. 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti terkait 

akuntabilitas, bisa diketahui yaitu pertanggungjawaban keuangan desa di desa 

Watuliwung, terlihat pemerintahan desa sangat siap dalam pertanggungjawaban 

dan pelaporan keuangan desa. Hal tersebut terlihat dari sudah adanya pelaporan 

kepihak kecamatan dan kabupaten. Dalam akuntabilitas, desa watuliwung sudah 

menjalankan pertanggungjawaban dengan baik yang didalamnya penganggaran, 

yaitu pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan. 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti terkait 

transparansi, bisa diketahui yaitu, didesa watuliwung ini, pemerintah desa sangat 

teransparan kepada masyarakat dengan pembangunan dan anggaran yang akan di 

jalankan. Desa watuliwung sudah mengikuti dan melaksanakan sesuai dengan 

peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi 

Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa 

tahun 2022. 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti terkait 

penganggaran, bisa diperoleh gambaran yaitu penganggaran ini pada saat 

berlangsungnya covid-19, khususnya pada penganggaran bantuan langsung tunai 

dana desa di desa Watuliwung ini tergolong dalam penganggaran khusus, dengan 

sub penanganan keadaan mendesak, pada tahun 2020 sebesar 30% dengan total 

anggaran Rp482.400.000 sebanyak 134 KK, pada tahun 2021 sebesar 8% dengan 

total anggaran Rp344.700.000 sebanyak 117 KK dan pada tahun 2022 sebesar 40% 

Rp306.000.000 sebanyak 85 KK dan sudah sesuai mengikuti anjuran pemerintah 

melalui kriteria pemilihan penerima BLT dan sudah tepat sasaran. 



 
 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti terkait 

pengalokasian, dapat diperoleh gambaran bahwa pengalokasian Bantuan 

Langsung tunai di saat berlangsungnya covid-19, diprioritaskan untuk 

pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan meningkakan daya beli 

masyarakat. Dengan pengalokasian dananya meliputi PKTD dan BLT dimana 

BLT sendiri dialokasikan tahun 2020 sebesar 30% 134 KK dan tahun 2021 8% 

untuk 117 KK dan untuk tahun 2022 sebesar 40% untuk 85 KK. 

Berdasarkan dari hasil wawancara penelitibersaa informan terkait penyaluran, 

dapat diketahui bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah 

transparan dan diupayakan oleh pemerintah desa, jika uang BLT sampai ditangan 

Bendahara dan jika waktunya masih bisa untuk disalurkan maka akan diupayakan 

untuk dilakukan serta diberikan kepada penerima hari itu juga untuk menghindari 

penyelewengan. Penyaluran BLT sudah tepat sasaran. Pada saat pencairan BLT 

dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa 

penatausahaan di Desa Watuliwung ini sudah akurat dilakukan, karena bendahara 

akan mencatat secara manual semua pelaporan keuangan dalam catatanya yang 

kemudian akan di masukkan kedalam aplikasi siskeudes. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi 

bantuan langsung tunai dana desa di desa Watuliwung kabupaten Sikka yang telah 

di bahas pada bab iv, maka dapat di simpulkan bahwa: 

1. Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan langsung tunai dana desa di desa 

watuliwung, mulai dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan 

penatausahaan. Pada pertanggungjawaban laporannya dibuat oleh 

bendahara desa, dan kepala desa telah mempertanggungjawabkannya, 

dilihat dari sudah adanya pelaporan kepihak kecamatan dan kabupaten. 

Transparansi bantuan langsung tunai dana desa di desa watuliwung, mulai 

dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan. Pada 

transparansi dalam anggaran bantuan langsung tunai dana desa ini, 

pemerinah desa melakukan musyawarah khusus untuk menentukan siapa 

saja, yang berhak menerima bantuain langsung tunai dana desa. Dalam 

pemilihan masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut, ialah dalam 

musyawarah itu masyarakat sendiri yang merundingkan dan memilih 

siapa yang berhak menerima bantuan. Semua keputusan di tentukan dari 



 
 

masyarakat di dalam musyawarah desa khusus ini, kemudian setelah 

sudah di tetapkan nama penerima bantuan, selanjutnya akan dibuatkan 

berita acara. Bantuan langsung tunai termasuk dalam pengaggaran khusus 

pada sub bidang keadaan mendesak, pada tahun 2020 sebesar 

Rp482.400.000, tahun 2021 sebesar Rp344.700.000 dan tahun 2022 

sebesar Rp306.000.000. Pengalokasian bantuan langsung tunai dana desa 

tahun 2020 30%, 2021 8% dan 2022 40%. Penyaluran bantuan langsung 

tunai, diawali dengan bendahara desa datang ke bank BRI mengambil 

uang bantuan langsung tunai, kemudian pencaiaran bantuan langsung 

tunai dilakukan di kantor desa, dengan penerimanya membawa kartu 

keluarga sebagai syarat untuk menerima bantuan tersebut. Penatausahaan 

dilakukan oleh bendahara desa melalui aplikasi siskeudes dan 

mempertanggungjawabkan keuangan desa setiap bulannya.  

2. Akuntabilitas dan transparansi bantuan langsung tunai dana desa di Desa 

Watuliwung, pada dasarnya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Dalam hal ini dilihat pada kesiapan pemerintah desa dalam 

setiap pertanggungjawaban yang sudah dilaporkan ke kecamatan dan 

kabupaten dengan baik. Serta penerapan transparan agar menghindari 

penyalahgunaan atau penyelewengan dana yang mungkin akan terjadi. 

Saran 
1. Bagi objek penelitian 

Pemerintah desa diharapkan untuk tetap menjaga kualitas, dan 

kepercayaan masyarakat, dalam hal Akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan dana desa. Serta menghindari penyalahgunaan 

atau penyelewengan dana desa. juga mempertahankan sikap rendah hati 

dalam menerima masukkan serta keluhan dari masyarakat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti evaluasi kinerja 

pemerintah desa, dalam pegelolaan bantuan langsung tunai dana desa 

serta evaluasi pengelolaan keuangan bantuan tunai langsung dana desa di 

masa pandemi covid-19. 
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